Menimbang

Mengingat

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

a. bahwa berdasarkan Uji Materi Nomor 56/PUU-XIV/2016

terkait pembatalan Peraturan Daerah oleh Gubernur dan
Materi, Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 terbitkan
pada tanggal 5 April 2017 yang menyebutkan bahwa,
demi kepastian hukum dan sesuai dengan Undang-
Undang Dasar 1945 pengujian atau pembatalan
Peraturan Daerah menjadi kewenangan Konstituasional
Mahkamah Agung (MA). Dengan adanya putusan ini,
maka Menteri Dalam Negeri tidak lagi bisa mencabut
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Gubernur tidak
lagi bisa mencabut Peraturan Daerah  (Perda)
Kabupaten /Kota;

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah, maka DPRD bersama Walikota mencabut
Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Kewenangan
dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota
Ambon;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang

Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak
Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
30);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 4139);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

Menetapkan

Dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTA AMBON



Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian
Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Ambon
Tahun 2009 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa
Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Teluk
dan Pesisir Kota Ambon Secara Terpadu (Lembaran Daerah Kota Ambon
Tahun 2013 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan

Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun
2015 Nomor 3);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 September 2020

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON, £

ANTHO

LEMBA BON TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU :
(2/8/2020)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa urusan pemerintahan yang
dahulunya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Pengalihan beberapa
urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini,
berdampak pada harus dicabutnya beberapa Peraturan Daerah yang
mengatur urusan pemerintahan yang telah dialihkan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, serta untuk melaksanakan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34.8806 Tahun 2016 tentang Pembatalan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, Keputusan
Gubernur Maluku Nomor 196 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan
Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian
Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Keputusan Gubernur Maluku
Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota
Ambon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, dan
Keputusan Gubernur Maluku Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pembatalan
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Wilayah Teluk dan Pesisir Kota Ambon Secara Terpadu, maka terhadap
beberapa Peraturan Daerah Kota Ambon yang dinyatakan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dilakukan
pencabutan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
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